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ABSTRACT 

Ardian, 160512418, Faculty of Law 

  Restorative Justice approach enforced for protection and justice for the society at 

large. Restorative justice efforts in completing to resolve criminal cases without justice and 

prison sentences, and uphold a sense of justice and avoid negative stigma for the parties 

concerned, and aims to provide awareness and minimize the transmission of bad behavior 

for the perpetrators of criminal acts. 

This research uses data search techniques to obtain materials / data that can provide 

information and strengthen primary and secondary data. The study of this document can be 

done through observing existing case files and comparing them with existing facts. The data 

will be analyzed using normative research methods. 

Law enforcement in Indonesia has attempted to take a Restorative Justice approach 

and the police and prosecutors have implemented this approach in resolving criminal cases. 

But in the implementation of this method not at all criminal cases can be resolved, only 

minor crimes and parties agreed to make a peace. It is also to avoid the buildup of cases and 

to crack down on minor criminal cases in the community.   

 

Keyword : Restorative Justice, criminal, approach, case 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (Rechstaat) dan 

tidak berlandaskan atas kekuasaan (Machstaat). Hal ini dijelaskan  dalam UUD 

1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan 

suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah 

diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat 

membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau 

hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan 

pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih 

keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum 

di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan 

terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah 

satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang 

dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat 

dilakukan oleh anak-dibawah umur. Untuk menanggulangi permasalahan 

hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam 

menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan 

beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan 

untuk menanggulangi efek buruk di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) 

namun juga tetap memberikan efek jera.  

Metode penyelesaian hukum  terdapat dua langkah, pertama melalui jalur 

litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat 

ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi 

(melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan 

sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah 

litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam 

metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-
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permasalahan baru, seperti  pola  pemidanaan yang masih bersifat  pembalasan, 

menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak  korban. 

Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti  proses   panjang,   rumit   

dan   mahal, penyelesaian  bersifat  legistis  dan  kaku,  tidak  memulihkan  

dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak   

mencerminkan keadilan  bagi  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk  memberikan  perlindungan dan 

keadilan bagi  masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai 

dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana 

non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut 

restorative justice. Restorative justice sendiri upaya dalam menyelesaikan 

perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun restorative 

justice ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana 

dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah 

mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan 

menjunjung tinggi nilai keadilan. 

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara 

pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi 

penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi 

rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang 

bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk 

meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.  

Di dalam restorative ini pihak yang bersangkutan didalam nya memberikan 

pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatic melalui 

jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya 

memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan 

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. 

Pada dasarnya Restorative Justice ini sama halnya dengan penyelesaian 

perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian 

perkara pidana diluar peradilan, namun Restorative Justice tidak hanya 

mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang 
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disebut Diversi, tetapi Restoratve Justice ini juga dapat diterapankan dalam 

pekara pidana umum. yang akan saya bahas dalam penulisan hukum ini yaitu 

penerapan penyelesaian perkara pidana umum yang pembuktiannya tidak sulit 

dan ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pelaku dan 

korban.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

Bagaimanakah implementasi pendekatan Resrative Justice dalam 

penuntutan di Yogyakarta?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah  

Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui 

bagaimana  implementasi pendekatan Resrative Justice dalam penuntutan 

dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang sistem peradilan 

pidana, terutama didalam kaitannya dengan PENYELESAIAN PERKARA 

PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.  

 

2. Manfaat praktis,  

a. Bagi penulis :  

Dapat menjadi bahan kajian (referensi) bagi kepustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang 

menekuni dan berfokus pada kajian program kekhususan hukum pidana 

terutama pada penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice dan 

sebagai syarat kelulusan strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta. 
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b. Bagi Masyarakat  

Dari penulisan hukum ini, diharapkan dapat menjadi masukan guna 

membangun negara hukum yang lebih baik dan maju dalam penyelesaian 

perkara pidana di negara Indonesia khususnya di Yogyakarta.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. LISA YUSNITA  ( B 111 14 402 ) mahasiswa FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR.  Judul Skripsi : “ANALISIS 

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS”. 

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah eksistensi kedudukan restorative justice dalam sistem 

peradilan di Indonesia ? 

b. Bagaimanakah dampak penerapan prinsip restorative justice dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas ? 

Kesimpulan : Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan 

adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma 

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep criminal 

justice ke konsep restorative justice. Ide Restorative Justice muncul 

sebagai kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan 

pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial 

Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang 

belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak 

ada dasar hukumnya. Implementasi konsep Restorative justice sudah 

mulai terlihat dalam peraturan Perundang-undanngan di Indonesia. 

Namun karena belum diatur secara jelas dan tegas dalam Sistem 

Peradilan Pidana sehingga aparat penegak hukum tidak bisa 
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melaksanakannya. Penegak hukum seyogyanya selalu bertindak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena 

dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas 

legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh 

Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip restorative justice 

diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di 

lingkup Polrestabes Makassar. Sekitar 80% kasus diselesaikan dengan 

menggunakan prinsip 84 restorative justice. Hal ini dilaksanakan 

tanpa peraturan perundangundangan melainkan hanya didasari oleh 

peraturan kebijakan saja. Adapun dampak yang ditimbulkan dari 

penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan 

pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat 

mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku.1 

2. Qismanul Hakim (16340041) mahasiswa FAKULTAS SYARI’Ah dan 

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA. Judul Skripsi : “PENERAPAN RESTORATIVE 

JUSTICE (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN 

KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF INDONESIA dan HUKUM PIDANA ISLAM”. Rumusan 

Masalah : Dari rumusan masalah diatas diuraikan menjadi 3 (tiga) sub-

masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (research question) 

yaitu : 

a. Bagaimana penerapan Restorasi Justice dalam penyelesaian kasus 

penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam ?  

b. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus 

penganiayaan oleh anak ? 

 
1http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4

ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFkMDQxNTk5NjBlNTc3ZmM4Zg==.PDF  

diakses tanggal 17 September 2020 pukul 01.00 WIB  

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFkMDQxNTk5NjBlNTc3ZmM4Zg==.PDF
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFkMDQxNTk5NjBlNTc3ZmM4Zg==.PDF


 
 

6 

 

Kesimpulan : Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya tentang penyelesaian tindak pidana melalui restorative 

justice dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, serta 

analisis restorative justice pada kasus penganiayaan oleh anak, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Penyelesaian restorative justice di dalam menyelesaikan kasus 

penganiayaan oleh anak didalam hukum pidana positif dapat 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal 

seperti yang tertuang dalam undang-undang No 11 tahun 2012 

dimana adanya upaya diversi yang mengupayakan tindak pidana 

diselesaikan diluar pengadilan melalui cara-cara yang sah. Pada 

umumnya proses penegakan hukum melalui diversi ini dapat 

diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat 

penyidikan penuntutan, dan pengadilan. Hal ini menunjukan 

bahwa negara sangat memberikan atensi kusus untuk seorang 

anak yang terlibat tindak pidana. Dengan adanya upaya diversi 

tersebut di harapkan aparat penegak hukum dapat 

mengupayakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu 

mengedepankan formalistik hukum di dalam menangani perkara 

anak. Akan tetapi di dalam upaya diversi ini hanya terbatas pada 

tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan 

bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).  

2) Penerapan restirative justice dalam hukum pidana Islam dapat di 

temukan dalam jarimah qisas-diyyah. Hal ini karena para ulama 

secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam 

terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam jarimah qisas-

diyyah hak korban lebih besar di bandingkan hak Allah (hak 

negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian 

dengan pilihan Qisas/Diyyah. Konsep qisas/diyyah dilihat dalam 

pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan 

termasuk kategori model pelayanan. Penyelesaian perkara dalam 
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keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini 

dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku 

berdasarkan Risalah Al-Qadah Khalifah Umar Bin Khatab, 

perdamaian dapat di terapkan dengan dengan berpatokan pada 

koridor yang jelas. Keadilan dalam Islam selalu keadilan 

individu dan keadila sosial dan keadilan dalam hukum Islam 

selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas 

penerapan legal justice dapat diterapkan pada tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Restorative justice 

tidak terbatas pada batasan umur pelaku, ancaman pidananya, 

dan tidak ada residivis terhadap seorang anak yang melakukan 

tindak pidana.  

3) Adapun persamaan dan perbedaan dari restorative justice dalam 

hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan yang sangat 

mendasar tersebut prespetif hukum positif Indonesia yaitu 

adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang tepat 

diupayakan restorative justice yang dilakukan oleh oleh anak. 

Artinya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang 

anak dapat dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan restorative justice yaitu tindak pidana 

yang ancaman hukuman penjaranya maksimal 7 (tujuh) tahun 

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan 

didalam hukum Islam hampir semua tindak pidana yang 

dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan dengan 

menggunakan pendekatan restirative justice tanpa memandang 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian, di 

dalam hukum positif penyelesaian dengan menggunakan 

restorative justice ini dapat berupa membayar ganti rugi yang 

tidak ditentukanbatas minimalnya sesuai dengan kesepakatan 

para pihak, dan pemaafan apabila seorang dimaafkan maka dia 

dapat terhidar dari membayar ganti rugi sama sekali. Sedangkan 
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restorative justice dalam Islam dapat berupa membayar diyat 

yang telah ditentukan batas maksimalnya. Adapun persamaan 

dari restorative justice dalam hukum positif dan hukum pidana 

Islam yaitu sama-sama menghendaki adanya upaya penyelesaian 

tindak pidana diluar pengadilan yang dimana menghidarkan 

seorang anak untuk dihukum dan stigma negatif dan seorang 

anak tersebut. Dalam hukum positif dan hukum Islam sama-

sama membolehkan restorative justice dapat dilakukan apabila 

terdapat pemaafan dari pihak korban. 2 

  

 
2 http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-

PUSTAKA.pdf  diakses tanggal 17 September 2020 pukul 01.10 WIB 
 

http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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3. JUNITA SARI (140200223) mahasiswa FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 

Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM 

PENYELESEAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG 

DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN 

Bnj) ”Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut  

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

bullying ?  

b. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui 

restorative justice ?  

c. Bagaimana analisis kasus bullying di SMA Teladan Binjai ? 

Kesimpulan : Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana bullying, diatur didalam beberapa Peraturan 

Perundang-undangan, sebagai berikut : a. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yaitu Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 315. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yaitu Pasal 1 Angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf I, Pasal 71 D 

ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Huruf I. c. Menurut UU No. 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) dan ayat 

(4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 80. 2. Upaya 

penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice, 

dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya 

penyelesaian tindak pidana, yaitu : upaya penal yaitu melalui jalur 

peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur diluar peradilan. 

Serta kelebihan dan kekurangan restorative justice, dimana kelebihan 

restorative justice mempermudah penyelesaian perkara pidana anak, 

serta mendamaikan diantara pihak tanpa ada rasa dendam dan saling 
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Universitas Sumatera Utara bermusuhan. Sedangkan kelemahan 

restorative justice ialah menimbulkan penyalahgunaan wewenang. 3. 

Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Bullying yang berujung 

kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah 

penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana 

bullying yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 

Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU 

nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang.3 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukan seberapa jauh suatu 

target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan 

waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Pengertian efektivitas menurut para ahli berikut ini adalah definisi dari 

efektivitas menurut ahlinya.  

a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, 

serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang 

melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.  

 

 

b. Prasetyo Budi Saksono  

 
3http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4527/140200223.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y  diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 15.00 WIB 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4527/140200223.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4527/140200223.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa 

besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang 

diharapkan dan jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau 

seseorang. 

c. Hidayat  

Pengertian efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran 

perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas,dan 

waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target 

yang dicapai maka akan makin tinggi efektivitas. 

d. Schemerhon John. R. J 

Pengertian efektivitas menurut Schemerhon John. R. Jr adalah 

pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara 

membandingkan utput anggaran atau OA (seharusnya) dengan output 

realisasi atau OS sesungguhnya). Jika OA > OS maka akan disebut dengan 

efektif. 

e. Sondang 

Pengertian efektivitas menurut Sondang adalah suatu pemanfaatan 

sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya 

telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan 

yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.4 

2. Pengertian Restorative Justice  

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-

beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan 

pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan 

mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana 

yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan 

hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan 

 
4 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-

para-ahli-rumus-aspek-contoh.html diakses tanggal 16 September 2020 pukul 

21.00 WIB 

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html
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pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang 

dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui 

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-

kesepakatan lainnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan 

pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat 

berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang 

tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku5 

3. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

perbuatan pidana adalah perbuatan perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.6 

4. Pengertian pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengamati suatu hal dan 

melakukan pendampingan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku 

tindak pidana telah menunjukan sifat baik di lingkungannya. Pengawasan 

ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, badan pengawasan (Bapas), atau 

juga oleh pihak kejaksaan. Pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP 

kurang memberikan pelindungan kepada pelaku tindak pidana karena 

bukan merupakan jenis pidana tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena 

itu, RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai jenis sanksi pidana 

baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana 

bersyarat dan alternatif pidana penjara. Artikel ini mengkaji 

pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan pidana pengawasan dalam 

 
5https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_ju

stice_anak.pdf  diakses tanggal 16 September 2020 pukul 23.40 WIB  
6 Prof. Moeljatno, S.H, 2002 Asas-Asas Hukum Pidana penerbit PT Asdi 

Mahasatya, Jakarta hal.54   

https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
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RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pidana pengawasan di beberapa 

negara, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pidana 

pengawasan dalam RUU KUHP menyerupai sistem probation di Inggris, 

tetapi menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak 

pidana. Dalam penjatuhan pidana pengawasan perlu diperhatikan hak-hak 

korban dan dipersiapkan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan 

Kemenkumham sebagai lembaga pengawas dan hakim pengawas, serta 

sarana dan prasarana.7 

5. Pegertian Diversi  

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut 

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).8 

 

G. Batasan konsep 

Pengertian penyelesaian perkara adalah pengentasan suatu perkara pidana yang 

pada hakekatnya dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan dengan 

tujuan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan bersama.  

Pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 

diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau 

keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan.  

Pengertian peradilan adalah penyelesaian hukum tingkat akhir yang dilakukan 

oleh penegak hukum dalam penjatuhan sanksi atau hukuman. Hal ini dilakukan 

oleh hakim sebagai penegak hukum dan sanksi yang diberikan berdasarkan 

peraturan yang berlaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.  

 
7 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923 diakses tanggal 17 

September 2020 pukul 19.00 WIB 
8https://www.google.com/search?q=pengertian+diversi&oq=pengertian+Diversi&

aqs=chrome.1.0l8.15634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses tanggal 22 

September 2020 pukul 21.28 WIB 

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923
https://www.google.com/search?q=pengertian+diversi&oq=pengertian+Diversi&aqs=chrome.1.0l8.15634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pengertian+diversi&oq=pengertian+Diversi&aqs=chrome.1.0l8.15634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Pengertian penyelesaian perkara melalui musyawarah adalah penyelesaian 

yang dilakukan oleh para penegak hukum tanpa melalui jalur peradilan, tetapi 

langkah ini digunakan agar terselesaikan secara kekeluargaan. Dalam praktik nya 

langkah ini dilakukan meliputi korban dan pelaku, keluarga korban, tokoh 

masyarakat dan pihak penegak hukum yang bersangkutan. Langkah ini harus 

mencapai kesepakatan kedua belah pihak agar dikatakan perkara selesai.   

Toeri hukum tercantum pada peraturan perundang-undangan  

UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak pasal 5 ayat (1) perihal 

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib Mengutamakan Pendekatan Keadilan 

Restoratif. 

 

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.15 tahun 2020 perihal 

Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.  

  

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai 

hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari :  

a. Peraturan perundang-undangan.  

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  

c. Buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice. 

d. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara 

pidana melalui restorative justice.  

2. Analisis Data 

 “Pengelolaan data yang pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap bahasa-bahasa hukum. Sistematisasi 
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berarti membuat klasifikasi terhadap bahasa-bahasa hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis.“9 

Analisis dalam penelitian ini membantu dalam pengembangan data-data 

yang diperoleh dengan membandingkan pada kenyataan yang ada dan 

aturan yang berlaku dengan pengurauan kata sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang jelas tentang objek yang dimaksud.  

3. Metode Analisis 

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data kualitatif yaitu menghubungkan dari 

berbagai sumber berkas perkara yang didapat ataupun berbagai informasi 

yang diperoleh untuk dianalisis. Secara penalaran dalam penarikan 

kesimpulan adalah deduktif. Penalaran deduktif diawali dengan proporsi 

yang umum untuk diteliti lebih lanjut dan mendapatkan atau menarik 

kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal proporsi umum ini merupakan 

peraturan perundang-undangan dibidang efektifnya penyelesaian perkara 

pidana melalui restorative justice.  

 

 

I. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan penjelasan dalam rencana isi 

penulisan skripsi supaya mudah dalam pemahaman dari keseluruhan isi 

penulisan hukum hukum ini :  

 

BAB I   : PENDAHULUAN   

BAB II   : PEMBAHASAN    

BAB III  : PENUTUP   

a. Kesimpulan.  

b. Saran.  

 

 
9 Maria SW Sumarjono, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Pers, 2000, hal.31.   
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BAB III. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan 

telah melaksanakan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua 

perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tidak pidana yang bersifat ringan saja 

dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai.   

Restorative Justice tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga 

penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan 

kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah 

pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga 

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.  

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah 

belom adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma 

masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam 

penyelesaian nya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu 

memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan 

perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan. 

 

 

B. Saran 

1. Terhadap penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang telah 

diciptakan dan dijalankan maka para pihak penegak hukum mampu 

konsisten dan memperkenalkan metode ini dilingkungan masyarakat secara 

luas. 

2. Dalam pelaksanaan meski terdapat halangan atau hambatan, sebagai 

penegak hukum mampu tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan.  
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